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RINGKASAN 

RIZKY AMELIA. Prosedur Penilaian Sewa pada Kantor Wilayah (Kanwil) 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat. Dosen Pembimbing 

Oryza Ardhianrisca, S.E., S.Si., M.ST 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa 

Barat merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

Kementerian Keuangan, yang memiliki mandat untuk melaksanakan koordinasi, 

bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, Kanwil DJKN Jawa Barat membawahi enam 

KPKNL, yaitu KPKNL Bogor, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan 

Cirebon, dengan pelayanan yang meliputi urusan kekayaan negara dipisahkan, 

pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang, hukum dan hubungan masyarakat, 

serta transformasi dan sistem informasi. 

Bidang Penilaian berperan penting dalam mendukung kebijakan pengelolaan 

kekayaan negara. Bidang ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian, 

pembinaan teknis, pengawasan kualitas penilai pemerintah, pemantauan serta evaluasi 

pelaksanaan penilaian, hingga penyusunan basis data penilaian. Pelaksanaan fungsi 

tersebut memastikan proses penilaian BMN berjalan sesuai standar profesional dan 

ketentuan hukum, sehingga hasil penilaian dapat dijadikan dasar yang akurat dan 

akuntabel dalam pengambilan keputusan pemanfaatan aset negara. 

Salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki 

kontribusi langsung terhadap optimalisasi aset negara adalah sewa. Mekanisme ini 

diterapkan untuk memberdayakan BMN yang belum digunakan secara efektif, seperti 

tanah, bangunan, atau rumah negara idle, sehingga dapat memberikan manfaat 

ekonomi sekaligus mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain. Sebelum BMN 

disewakan, wajib dilaksanakan penilaian oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah 

untuk menentukan nilai wajar sewa sebagai acuan dalam pelaksanaan transaksi. Oleh 
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sebab itu, kegiatan penilaian sewa menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya 

optimalisasi BMN dan peningkatan penerimaan negara. 

 

 

  


